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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa 

kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak 

bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi 

tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk 

meneruskan kehidupannya secara layak. Kesehatan adalah keadaan sehat, 

baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, pembangunan bidang kesehatan 

pola dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan 

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan 

penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan 

kesehatan (rehabilitatif), yang diselenggarakan secara menyeluruh, 

terpadu, dan berkesinambungan. 

 

Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa 

pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 

bersifat promotif kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu 

kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. 

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 

kegiatan pengobatan yang ditunjukan untuk penyembuhan penyakit, 

pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau 

pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal 
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mungkin. Pelayanan kesehatan rehebilitatif adalah kegiatan dan/atau 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam 

masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat 

yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai 

dengan kemampuannya. 

 

Menurut UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa 

obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk 

manusia. 

 

Manajemen pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 

pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, penghapusan, 

sampai monitoring dan evaluasi yang saling terkait antara satu dengan 

yang lain. Dalam siklus tersebut, perencanaan merupakan tahap awal dan 

sebagai tahap yang penting dan menentukan, karena perencanaan 

kebutuhan obat akan mempengaruhi pengadaan, pendistribusian dan 

penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan. 

 

Perencanaan bertujuan untuk menetapkan jenis dan jumlah obat sesuai 

dengan penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. 

Ketidaktepatan pada perhitungan dan ketidaksesuaian metode perencanaan 

yang digunakan menyebabkan kelebihan jumlah obat. Permasalahan yang 

sering dijumpai dalam perencanaan obat adalah membeli terlalu banyak, 

membeli obat yang tidak diperlukan, tidak memperhitungkan umur obat 

sehingga mengakibatkan pemborosan karena terjadi obat-obat 

kadaluwarsa. 
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Apabila kebutuhan obat tidak direncanakan dengan baik maka akan terjadi 

kekosongan yang akan mempengaruhi pelayanan dan kelebihan obat akan 

menyebabkan kerusakan dan merugikan anggaran yang dipakai untuk obat 

tersebut. 

 

Mengingat pentingnya pengelolaan obat dalam rangka mencapai 

pelayanan yang bermutu, maka perlu dilakukan analisis terhadap 

pelaksanaan obat pada tahap perencanaan untuk mengetahui adanya 

permasalahan atau kelemahan dalam pelaksanaannya, selanjutnya dapat 

dilakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Apabila lemah dalam perencanaan maka akan mengakibatkan kekacauan 

dalam siklus manajemen secara keseluruhan, yang menimbulkan dampak 

seperti pemborosan, tidak tersedianya obat, tidak tersalurnya obat, obat 

rusak, dan lain sebagainya. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis perencanaan obat di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan? 

 

1.3 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui analisis perencanaan obat di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan. 

 

1.4 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan obat di Instalasi Farmasi Dinas 

Kesehatan. 

2. Untuk mengetahui informasi dan merekomendasikan perencanaan obat 

yang efektif dan efesien. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi institusi kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 

tata cara perencanaan obat di Dinas Kesehatan sehingga dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

 

1.5.2 Bagi institusi pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat menunjang proses 

belajar mengajar untuk kepentingan pendidikan dan penelitian 

terutama tentang perencanaan kebutuhan obat. 

 

1.5.3 Bagi peneliti 

Dapat meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di 

Universitas Muahmmadiyah Banjarmasin. 


